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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya, negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Artinya,
kekuasaan negara dibatasi oleh hukum.! Dengan demikian, segala sikap, tingkah laku,
dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun yang
dilakukan oleh para warga negaranya harus berdasarkan atas hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut Asas Praduga Tak Bersalah
(Presumption of Innocence). Artinya, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap
tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berbicara mengenai hukum, apabila dipersempit lagi di bidang hukum pidana,
maka akan semakin jelas bahwa peraturan perundang-undangan pidana yang ada di
Indonesia diatur sedemikian rupa untuk menjamin kepastian hukum.

Hukum pidana merupakan jenis hukum yang memberikan nestapa sehingga

orang akan menerima akibat atas pelanggaran yang telah dilakukannya.?

! Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen

_ ? Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1979,
m.



Menurut Prof. Moeljatno, SH, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan
untuk 3

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
yang telah diancamkan;

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Prof. Van Hamel dalam bukunya Inleiding Studie Nederlands
Strafrecht 1927 memberikan definisi sebagai berikut :*
”Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu
Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde), yaitu dengan

melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada

yang melanggar larangan-larangan tersebut.”

> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, him. 1
‘ Y b
Ibid, him. 8



Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, hukum pidana mengandung
unsur-unsur sebagai berikut =

a. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan suatu penderitaan;

b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang;
c. Pidana dikenakan pada seorang penanggung peristiwa pidana menurut
undang-undang.

Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan
kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada
saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan.
Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya
norma-norma hukum yang telah ada.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa setiap pelaku tindak
pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan.
Pasal ini didasarkan pada asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana
kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada
sebelum perbuatan dilakukan.

Pasal 10 KUHP mengatur tentang pidana yang meliputi :

1. Pidana Pokok, berupa :
a. Pidana mati;

b. Pidana penjara;

% Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1986, him. 49



c. Pidana kurungan;
d. Pidana denda;
e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan, berupa :
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu;

c. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut terdapat pidana berupa pidana penjara
yang jelas memberikan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang
telah melakukan kejahatan.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah menjalani pidana
biasa disebut Narapidana. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang
menjalani pidana, hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan
pengertian Terpidana menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya, Narapidana merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan
sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan

manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu melalui Lembaga

Pemasyarakatan.



Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3)
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya
disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu
tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual diadakan serta penebusan dosa terjadi.
Para terpidana perlu diberikan pengajaran moral dan agama agar keyakinan dan
pandangannya diperbaharui, kecenderungan-kecenderungan jahatnya dikendalikan
dan hidupnya disegarkan. Semuanya itu berdasarkan atas tesis bahwa setiap bentuk
kejahatan melawan hukum merupakan ekspresi ketidakpedulian sosial pada orang
lain.5

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat dikatakan sebagai ujung tombak
pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai kehidupan
masyarakat yang aman, tertib, dan damai melalui pendidikan, rehabilitasi, dan
reintegrasi. Sejalan dengan peran LAPAS tersebut, maka tepatlah apabila Petugas

Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga

¢ Yong Ohoitimur, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, PT i
Jak 1997, him, 39-40 g gal, PT. Gramedia Pustaka Utama,



Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 ditetapkan
sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.’

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun
1995, dikatakan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta
cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat
untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga
Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi
masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan
Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak dipisahkan dari
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.®

Pembinaan Narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang
berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik,
sehingga sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana yang
didorong untuk membangkitkan harga diri sendiri dan pada diri orang lain serta

mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan

yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk

7 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penj j j i
Handiungs SO0 B enjara di Indonesia, PT. Refika Aditama,

8 Ibid



menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi dan dapat kembali
menjadi anggota masyarakat. Pembinaan terhadap Narapidana dalam pemasyarakatan
melibatkan peran serta masyarakat sehingga timbul suatu doktrin bahwa Narapidana
tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.
Arah pembinaan harus tertuju kepada ?
1. Membina pribadi Narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan
mentaati peraturan hukum;
2. Membina hubungan antara Narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri

sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pola pembinaan yang dilakukan di LAPAS pun dewasa ini sudah cukup
menuju ke arah yang lebih baik. Ini bisa dilihat dalam sejarah perkembangan
pemasyarakatan yang dikenal saat diadakannya Konferensi Dinas Direktorat
Pemasyarakatan yang pertama dari seluruh Indonesia di Lembang, Bandung pada
tanggal 27 April 1964. Hasil konferensi ini telah menetapkan 10 (sepuluh) prinsip
pokok, yaitu :'°

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup

sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;

9 res B35
_ A. Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,
Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, him. 85

.'° R Aghmad S Soema di Praja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di
Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979, him. 13-15



. Menjatuhkan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara
sehingga tidak boleh ada penyiksaan terhadap Narapidana berupa
tindakan, ucapan, cara perawatan, maupun penempatan. Satu-satunya
derita yang dialami Narapidana hendaknya hanya menghilangkan
kemerdekaannya;

. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan
bimbingan. Terhadap Narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai
norma-norma hidup dan kehidupan serta diberikan kesempatan untuk
merenungkan perbuatannya yang lampau;

. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih
jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;

. Selama kehilangan bergerak, Narapidana harus dikenalkan kepada
masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya;

. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi
waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan
negara sewaktu saja;

. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;

. Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat.
Tidak boleh ditunjukkan kepada Narapidana bahwa ia adalah penjahat;

. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Perlu diusahakan

/:"' 7’\\\ 2
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jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah ataupun
mendapatkan pendidikan di luar Lembaga;

10. Perlu didirikan Lembaga-lembaga Pemasyarakatan baru yang sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan
Lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat

yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip ini diwujudkan ke dalam pemasyarakatan sebagai proses dan
sistem pemasyarakatan sebagai metode. Jadi, dengan diadakannya konferensi
pemasyarakatan tersebut, maka dimulailah pola pembinaan yang baru di LAPAS. Hal
ini sangat jauh berbeda dengan sistem pemasyarakatan sebelum kemerdekaan dimana
fungsi penjara adalah sebagai pembalasan bagi perbuatan Narapidana.

Pembinaan Narapidana dalam LAPAS dapat memberikan dampak positif bagi
Narapidana sehingga Narapidana merasa sadar atas kesalahan yang telah
dilakukannya. Salah satu dampak positif dari pembinaan tersebut adalah adanya sikap
baik dari Narapidana selama menjalani hukuman, sehingga tidak jarang dari mereka
mendapatkan hak-hak mereka yang meliputi remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat
atau cuti menjelang bebas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
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Pembebasan bersyarat adalah proses pémbinaan Narapidana di luar LAPAS.
Ketentuan tentang pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal
17 KUHP. Dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pembebasan bersyarat
diberikan kepada Narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya
pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9

(sembilan) bulan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Pasal
43 ayat (2) juga dikatakan bahwa pembebasan bersyarat diberikan apabila telah
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan
ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9

(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bagian dari usaha pembinaan
dalam LAPAS. Pembinaan pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk
mengintegrasikan Narapidana bergaul dengan masyarakat .'!

Dalam pemberian bebas bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan,

serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

1
Bambang Poemomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan
Liberty, Yogyakarta, 1985, him. 160 ¢ > ’
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Pasal 15 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa lamanya masa percobaan sama dengan
sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah 1 tahun.
Pasal 15a KUHP juga menentukan adanya syarat umum, yaitu terpidana tidak
akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik (ayat (1)).
Selain itu juga terdapat syarat khusus tentang kelakuan terpidana, asal tidak
mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya (ayat(2)). Apabila
melanggar syarat-syarat tersebut, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut dan
kembali menjalani pidananya.
Izin pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana yang
bersangkutan :'2
a. Hidup secara tidak teratur, suka membuat onar,mabuk-mabukan, bermain
judi, mengunjungi tempat mesum, menggangu ketentraman umum atau
masyarakat;
b. Malas bekerja;
c. Bergaul dengan residivis;
d. Mengulangi tindak pidana;
€. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

f. Melanggar tata tertib.

2y - ;
2 Lihat Pasal 13 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10

'galtl)un 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang
ebas
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Pengaruh pembebasan bersyarat terhadap tujuan pemidanaan berupa
perlindungan masyarakat terlihat pada tujuan negatif dari pembebasan bersyarat,
yaitu untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan
kemerdekaan, khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Alasan ini
sangatlah penting bilamana benar-benar tidak perlu dikhawatirkan bahwa yang
bersalah akan mengulangi suatu tindak pidana yang agak berat. 13

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Palembang, dalam kurun waktu Januari 2001 sampai Mei 2007 terdapat 4404 orang
Narapidana. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat berjumlah 677
orang dan Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat namun melakukan
tindak pidana kembali berjumlah 2 orang.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Narapidana yang
mendapatkan pembebasan bersyarat melakukan tindak pidana sebelum masa
percobaannya selesai.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap
Narapidana bebas bersyarat apabila ia melakukan tindak pidana kembali sebelum
masa percobaannya selesai dan juga bagaimana proses terhadap tindak pidana yang

baru dilakukannya, apakah langsung diserahkan kepada penyidik atau menyelesaikan

sisa hukuman yang belum dijalani.

" Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, him. 230
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan  penelitian  dalam  penyusunan  skripsi ~ yang  berjudul
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA BEBAS

BERSYARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI”

B. PERUMUSAN MASALAH
Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana bebas bersyarat
yang melakukan tindak pidana kembali?

2. Kapan pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang baru dilakukan?

C. TUJUAN PENELITIAN
Mengacu pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana bebas
bersyarat yang melakukan tindak pidana kembali.

2. Untuk mengetahui waktu pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang
baru dilakukan.
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D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk menghindari terjadinya pelebaran masalah, maka dalam pembahasan

skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana bebas bersyarat yang
melakukan tindak pidana kembali.

2. Pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang baru dilakukan.

E. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman
tentang pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana bebas bersyarat yang
melakukan tindak pidana kembali.

2. Secara Praktis
Ditujukan kepada aparat penegak hukum untuk lebih baik lagi dalam membina
Narapidana agar mereka tidak melakukan tindak pidana kembali dan dapat

kembali ke masyarakat.
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F. METODE PENELITIAN

1.

3.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang, Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang, dan Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS) Klas I Palembang.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data di lapangan melalui
wawancara dan menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pelengkap,
yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan dijadikan sampel penelitian.
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, populasi dari penelitian ini adalah
Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat yang berada dalam
pengawasan Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang. Adapun untuk metode
penelitian sampel, peneliti menggunakan purpossive sampling, yaitu terhadap 2

Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat namun melakukan tindak

pidana kembali.
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4. Jenis dan Sumber Data
1) Jenis data
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian di
Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang, Balai Pemasyarakatan
(BAPAS) Klas I Palembang, dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Klas I Palembang.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.
2) Sumber Data
a. Data Primer diperoleh dengan melaksanakan wawancara dengan
berbagai pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini, yaitu Kepala
POLTABES Palembang, Kepala BAPAS Klas I Palembang, Kepala
LAPAS Klas 1 Palembang, dan Narapidana yang memperoleh
pembebasan bersyarat namun melakukan tindak pidana kembali.
b. Data Sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi :
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang
digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan,;
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- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Masyarakat;

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun
1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti
Menjelang Bebas;

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-
PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, website,
dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, yakni Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
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5. Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Untuk menunjang data sekunder, maka peneliti melakukan penelitian
lapangan dengan mengumpulkan data secara sistematis terhadap hal-hal
penting yang diperoleh di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian.
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dalam mendapatkan data sekunder, peneliti mengumpulkan dan mengkaji
berbagai literatur yang mendukung penelitian tersebut.
6. Analisa Data
Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan dan
menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan
masalah yang diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya agar apa yang

menjadi permasalahan dalam penelitian terjawab dengan jelas.
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